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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap
pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Subjek
dalam studi ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari dinas dan badan Kota
Bandung dengan total sampel sebanyak 83 responden. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan data primer. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier
sederhana menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara parsial penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap pengambilan
keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual, Pengambilan
Keputusan Internal, Kualitas Pelaporan Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analysis the implementation of accrual-based SAP towards
internal decision making and the quality of financial reporting on local government. The subject of
this study is the Regional Work Units consists of the agency and department Bandung City with
total sample of 83 respondent. This study uses quantitative methods with primary data. The
analysis method in this research is simple linear regression using software SPSS version 23. The
results showed that in the partial implementation of SAP-based accruals on the Bandung city
government has a significant influence on internal decision making and quality of financial
reporting on local government.

Keywords: Public Sector accounting, government accounting standards, accrual based, Internal
decision making, quality financial reporting,
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PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan standar
yang berlaku, yaitu sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 2005 yang memuat pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, dijabarkan
dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan berdasarkan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Diperkuat dengan Peraturan Mendagri No. 64 Tahun 2013
yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun persiapan implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (PP No 71 Tahun 2010).
Angelicca (2019) dan Ferryono, Sutaryo (2017) menyatakan bahwa SAP berperan untuk
membantu para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah mencapai laporan keuangan
yang berkualitas baik serta mempermudah pengambilan keputusan internal. Tujuan pelaporan
keuangan disektor publik harus memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan di samping menunjukkan akuntabilitasnya. Untuk menunjang pengambilan keputusan
yang tepat, maka laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi karakteristik kualitatif yang
mencerminkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah ~—~=tercapai dengan
baik dan memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan yang dimaksud sesuai dengan PP No.
71 Tahun 2010 adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam
keterkaitan antara penerapan SAP berbasis akrual, pengambilan keputusan internal dan kualitas
pelaporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan fenomena dimana Pemerintah Kota
Bandung mengalami defisit anggaran di tahun 2019 dimana defisit anggaran salah satu bentuk
dari penyusunan anggaran yang kurang efisien yang tercermin dari informasi laporan keuangan.
Selain itu, fenomena Pemerintah Kota Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pertama kalinya
dalam sejarah, karena berhasil menuntaskan salah satu dari kendala yang selama ini dialami
oleh Pemerintah Kota Bandung, yaitu penyusunan informasi pencatatan terkait akuntansi aset
dan akuntansi kewajiban sebagaimana diterangkan dalam PSAP No. 7 dan PSAP No. 9. Hal ini
menunjukkan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual berperan penting dalam menyusun laporan
keuangan sehingga membantu menghasilkan informasi yang relevan dan andal untuk kualitas
pelaporan keuangan yang baik serta mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam pengambilan keputusan internal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, terjadi inkonsistensi hasil penelitian.
Menurut penelitian Andhayani (2017), penerapan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan
keuangan daerah dinilai kurang efektif, karena kurangnya sinergi, kemauan, serta komitmen dari
seluruh pengelola keuangan. Namun, menurut Purwanti (2017) dan Trihani (2018) meskipun
penerapan SAP berbasis akrual menguras tenaga dan dianggap sebagai keterpaksaan, namun
disisi lain bisa dianggap berkah karena bisa mendapatkan opini WTP dari penyajian laporan
keuangan yang baik. Dalam penelitian Salam dan Sutaryo (2019), menyatakan bahwa pelaporan
keuangan berdasar SAP berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan
keputusan internal, sedangkan dalam penelitian Ferryono, Sutaryo (2017) menyatakan bahwa
basis akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan internal
pemerintah daerah. Dalam penelitian Anggriawan, Yudianto (2018) disebutkan bahwa penerapan
SAP basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
namun penelitian Rahmah, Zulkifli (2018) menyebutkan bahwa penerapan SAP basis akrual tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal. 76



Jurnal lImiah Akuntansi dan Finansial Indonesia Volume X, Oktober 20XX

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh penerapan SAP
berbasis akrual terhadap pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, tujuan umum laporan
keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan
keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan porspektif, menyediakan
informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk
operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta
risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan
keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Karno, 2017). Menurut
PP 71 Tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. (Dalam Ferryono, Sutaryo, 2017). Laporan keuangan yang
dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual diarahkan untuk memberi manfaat lebih baik
kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), para pengguna, maupun pemeriksa laporan
keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, basis akrual
dapat merepresentasikan reliabilitas, relevansi, dan komparabilitas informasi yang diungkapkan
dalam laporan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara jujur (Sari dan
Putra, 2012 dalam Najati dkk, 2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
akrual menyajikan informasi yang dapat diukur dengan indikator yang dijabarkan oleh Pujanira &
Taman dalam Kusumo, Grani R (2018) dengan penjelasan menurut Permendagri No 64 Tahun
2013 yaitu: 1. PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No.2 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No. 4 tentang
Catatan Atas Laporan Keuangan, PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP No. 6
tentang Akuntansi Investasi, PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 8 tentang
Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP No.
10 tentang Koreksi Kesalahan, PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, dan PSAP
No. 12 tentang Laporan Operasional
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Pengambilan Keputusan Internal

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik meliputi
informasi yang digunakan untuk (a) Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang
dianggarkan (b) Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi (¢) Membantu menentukan
tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan
ketentuan lainnya, serta (d) Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas (Trihani, 2018). Menurut
Fatmawati dan Setiawan (2018), informasi yang bermanfaat apabila mempunyai nilai
kebermanfaatan keputusan seperti: 1) Menambah pengetahuan keputusan tentang
keputusannya dimasa lalu, sekarang, dan masa mendatang; 2) Menambah keyakinan para
pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian; 3)
Mengubah keputusan atau perilaku pemakai. Informasi keuangan yang tertera dalam laporan
keuangan selanjutnya akan dimanfaatkan oleh para eksekutif yang berkepentingan untuk
mengambil keputusan internal sebagai dasar dalam pengelolaan manajemen pemerintahan
daerah. Indikator pada pengambilan keputusan internal menurut Suhartanto (2013) yaitu untuk:
1) Menyusun perencanaan anggaran 2) Pelaksanaan program pemerintahan 3) Keluaran (output)
berupa posisi kekayaan daerah yang digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara berkala, dan 40 Evaluasi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menjabarkan karakteristik kualitatif laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik yang merupakan prasyarat normatif
yang diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki, yaitu; (1) Relevan: Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada
dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang memiliki: (a) Manfaat umpan balik (feedback
value), (b) Manfaat prediktif (predictive value), (c) Tepat waktu, (d) Lengkap, (2) Andal: Informasi
yang termuat dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta
secara jujur serta dapat diverifikasi, seperti penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas, (3)
Dapat dibandingkan: Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan entitas
pelaporan lain pada umumnya, (4) Dapat dipahami: Informasi yang disajikan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual terhadap
Pengambilan Keputusan Internal

Pelaporan dengan basis akrual dapat memberikan keuntungan dibandingkan dengan
basis kas yang sebelumnya digunakan, yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh SAP berbasis
akrual lebih tepat dibandingkan dengan basis kas karena informasi yang dihasilkan (pendapatan
dan biaya) lebih terkini sehingga akurat dalam memprediksi dan membuat keputusan terkait
pendapatan masa depan dan posisi keuangan. Selain itu, basis akrual dapat mengidentifikasi
adanya biaya-biaya yang timbul dari kegiatan yang dilakukan sehingga entitas publik bisa
mengalokasikan sumber dayanya lebih baik dan efisien juga bisa meningkatkan kinerja.
Sehingga, laporan keuangan yang dihasilkan dari basis akrual lebih komprehensif, mudah
dimengerti, bernilai lebih terhadap unsur dapat dibandingkan, transparan serta konsisten yang
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dimana sangat membantu para manajemen untuk mengambil suatu keputusan yang lebih
rasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Calmel (2017) dan Ferryono, Sutaryo (2017)
menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap pengambilan
keputusan internal. Dari uraian tersebut, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual berpengaruh
positif terhadap Pengambilan Keputusan Internal

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual terhadap
Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sekumpulan prinsip yang harus diterapkan
dalam menyusun laporan keuangan demi mendapatkan hasil laporan yang berkualitas baik
sesuai dengan ukuran normatif yang disebutkan dalam PP No 71 Tahun 2010. Dengan
menerapkan SAP basis akrual, informasi yang ada di dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif karena menjabarkan seluruh pengakuan
pendapatan LO dan beban dalam laporan operasional, pengakuan ekuitas dalam neraca yang
berasal dari laporan perubahan ekuitas, pengakuan surplus/defisit LO dalam laporan perubahan
ekuitas, perbandingan anggaran dengan realisasi belanja dalam laporan realisasi anggaran,
serta penjelasan pos-pos dan akun-akun dalam laporan keuangan secara rinci dan memadai (full
disclosure) dalam catatan atas laporan keuangan. Dari sisi sistem, penerapan basis akrual lebih
terintegrasi sehingga memudahkan penginputan belanja modal dalam menyusun laporan
keuangan yang dimana meningkatkan kualitas informasi yang lebih relevan dan andal.

H2: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual berpengaruh
positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODOLOGI PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data-data yang
berasal dari sumber langsung. Data yang digunakan berupa kuesioner penelitian yang dibagikan
kepada para sampel penelitian yang ada. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa dinas dan badan. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode sensus sampling. Sampel pada penelitian ini adalah pengelola
keuangan SKPD yang terdiri dari Pengguna Anggaran yaitu Kepala SKPD serta Pejabat
Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Keuangan berjumlah 83
orang. Sampel ini disusun karena setiap level pengelola keuangan berkontribusi terhadap
penyusunan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan serta sebagai
pengambilan keputusan internal di tingkat teknis pada satuan kerja

Metode Analisis dan Hipotesisi Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan model
regresi linier sederhana. Untuk penguijian hipotesis menggunakan bantuan software SPSS versi
23. Kemudian, dua uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi normalitas dan
heteroskedastisitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan seperti di
bawah ini. Lanjutan pengujian untuk metode analisis yang digunakan untuk menguiji pengaruh
variabel bebas terhadap terikat dengan Uji T dan Uji Determinasi
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Operasional Variabel Penelitian
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan
dalam APBN/APBD (PP No. 71 Tahun 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur
penerapan SAP berbasis akrual menggunakan 12 indikator sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017). Indikator-indikator tersebut adalah sebagai
berikut:

1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas

PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan

PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi

PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap

PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban

©oOoNRE WD

Pengambilan Keputusan Internal

Pengambilan Keputusan Internal adalah proses memilih prosedur tertentu dari berbagai

kemungkinan alternatif yang senantiasa berkaitan dengan sebuah problem dan ingin dicapai

suatu pemecahan. Secara harfiah pengambilan keputusan berarti memotong atau

memutuskan atau secara praktis mencapai suatu kesimpulan (Winardi,1986:11). Indikator

yang digunakan untuk mengukur pengambilan keputusan internal menggunakan 4 indikator

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartanto (2013) dan Andriani et al (2010).

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan anggaran

2. Pelaksanaan program pemerintahan

3. Keluaran (output) berupa posisi kekayaan daerah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara berkala

4. Evaluasi peningkatan kinerja periode selanjutnya

Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaporan
keuangan pemerintah daerah menggunakan 4 indikator sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Pujanira dan Taman (2017). Indikator-indikator tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat dibandingkan

4. Dapat dipahami
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Tabel. 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

N Min Max Mean Std. Deviation
Statistic ~ Statistic ~ Statistic Statistic ~ Std. Error Statistic
Penerapan SAP
Akrual 83 90 125 109.84 1.037 9.446
PKI 83 33 50 43.81 A87 4432
KPKPD 83 37 50 4466 444 4.049

Sumber : Output SPSS 23

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat hasil uji statistik deskriptif yang terdiri dari jumlah data,
nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Variabel Penerapan SAP Akrual memiliki
nilai mean sebesar 109,84 lebih besar daripada standar deviasi yaitu sebesar 9,446. Hal
tersebut menggambarkan data tidak bervariasi dan cenderung berkelompok. Variabel PKI
memiliki nilai mean sebesar 43,81 lebih besar daripada standar deviasi yaitu sebesar 4,432.
Hal tersebut menggambarkan data tidak bervariasi dan cenderung berkelompok. Variabel
Penerapan SAP Akrual KPKPD memiliki nilai mean sebesar 44,66 lebih besar daripada standar
deviasi yaitu sebesar 4,049. Hal tersebut menggambarkan data tidak bervariasi dan cenderung
berkelompok.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana dari penelitian ini menghasilkan bentuk persamaan
regresi linier sederhana yang pertama sebagai berikut:

Y=5,594 +0.348X

Persamaan tersebut menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebas (X) naik
sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka
nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi
variabel bebasnya.

Untuk bentuk persamaan regresi linier sederhana yang kedua sebagai berikut:
Y= 8,129 +0.333X

Persamaan tersebut menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebas (X) naik
sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka
nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi
variabel bebasnya.

Uji Parsial (Uji t)
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Tabel. 2. Uji Parsial Pertama
Unstandardized  Standardized

Coefficients Coefficients T Sig.
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 5.594 3.857 1.450 .151
penerapan SAP 5 g 035 741 9.944 .000

Akrual
Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan hasil dari tabel 2 untuk hipotesis pertama yaitu variabel Penerapan SAP
Berbasis Akrual (X) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05
atau 0,000 < 0,05. Sehingga, Ho ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Penerapan
SAP Berbasis Akrual (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengambilan Keputusan Internal
(Y1).

Tabel. 3. Uji Parsial Kedua
Unstandardized Standardized

Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 8.129 3.313 2.454 016
Penerapan SAP Akrual 333 .030 776 11.069 .000

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 3 untuk hipotesis kedua yaitu variabel Penerapan
SAP Berbasis Akrual (X) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a =
0,05 atau 0,000 < 0,05. Sehingga, Ho ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel
Penerapan SAP Berbasis Akrual (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y2).

Koefisien Determinasi

Pengujian hipotesis untuk membuktikan hasil penelitan yang memiliki pengaruh
berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil output SPSS dibuktikan dalam
tabel dibawah ini.

Tabel. 4. Koefisien Determinasi Pertama

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square  the Estimate

1 1412 550 544 2.993
Sumber : Output SPSS 23

Untuk besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat
berdasarkan nilai koefisien determinasi pada tabel 4 dimana nilai Adjusted R Square adalah
sebesar 0,544 atau 54,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen vyaitu
Penerapan SAP Berbasis Akrual mempengaruhi variabel dependen Pengambilan Keputusan
Internal (Y1) sebesar 54,4%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
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Tabel. 5. Koefisien Determinasi Kedua

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 1762 602 597 2.570
Sumber : Output SPSS 23

Untuk besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat
berdasarkan nilai koefisien determinasi pada tabel 5 dimana nilai Adjusted R Square adalah
sebesar 0,597 atau 59,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen vyaitu
Penerapan SAP Berbasis Akrual mempengaruhi variabel dependen Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y2) sebesar 59,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel
lain diluar penelitian.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian data yang diproses SPSS Versi 23 sesuai dengan tujuan
penelitian ini, maka rekomendasi hasil penelitian ini antara lain :

1. Secara parsial, penerapan SAP Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap
pengambilan keputusan internal sebesar 54,4%.

2. Secara parsial, penerapan SAP Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 59,7%.

Kebijakan

Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai
rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai pengaruh
penerapan SAP berbasis akrual dalam pengambilan keputusan internal dan kualitas
pelaporan keuangan seperti menjabarkan determinan yang mempengaruhi masing-masing
variabel dan memperluas sampel dari SKPD Kota Bandung selain dinas dan badan

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan daerah disarankan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama
dari tahun ke tahun. Selain itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung
melakukan pencatatan kewajiban sesuai dengan nilai nominal dan meningkatkan nilai
informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan sehingga dapat membuat keputusan
terkait investasi
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